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Kegimaf; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); _

: d huruf a tersebut diatas perlu

b. bahwa guna memenuhi maksu ala Dinas Penanaman Modal dan
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Otonomi Kabupaten Dalam Lingkung :

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

scbagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan

Daerah Tingkat 1I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negg¥a Republik
Indonesia Nomor 4473 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah ir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe; .
Undang Nomor 23 Tahun 2014ten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal
tambahan Lembaran Negara Republik Indones

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomg
Standar Nasional Pendidikan, (Lembs
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Indonesia Nomor 5410); R

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2€
Perizinan Berusaha di Daerah (Lemba Negara R
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembara
Indonesia Nomor 6618); .

pendidikan Anak Usia Dini perlu
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Nama Kelompok

RINA EVITRIANA

a Kegiatan Pendidikan Anak
aan kegiatan sesuai dengan

Pimpinan /Pengelola

KEDUA . Menugaskan kepada Pengelola Penyelenggar
Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksan
oo Perkemban, Pelaksanaan
1. Menyampaikan Laporan Tri Wulan embangan
Kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebt_ld'ayaan Kabupaten Bungo
melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik. ’
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 422 Nopember 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bt
2. Camat Wilayah setempat. : -
3. Arsip.
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